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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 424 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGATURAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERKEBUNAN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus
Untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan,
sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2016;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengaturan
penggunaan jalan umum angkutan hasil tambang dan hasil
perkebunan dalam rangka ~menjamin keamanan,
keselamatan, ketertiban dan kelancaran penggunaan jalan
umum bagi masyarakat sekitar di daerah, maka perlu
dibentuk Tim Terpadu Pengaturan, Pengawasan dan
Pengendalian Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk
Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan di
Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38
Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5025), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
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Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6721);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor



Menetapkan

KESATU

19.

20.

21.

22.

23.

-4-

02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tablong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 09);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Terpadu Pengaturan, Pengawasan dan
Pengendalian Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Angkutan
Hasil Tambang dan Hasil Perkebunan di Kabupaten Tabalong,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

b.

C.

menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka
pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian
terhadap pelanggaran jalan umum dan jalan khusus untuk
angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan di Kabupaten
Tabalong; dan

melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap
pelanggaran penggunaan jalan umum dan jalan khusus
untuk angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan di
Kabupaten Tabalong.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 2 #9P7v< 2022

%BUPATI TABALONG

N

/ ANANG SYAKHFIANI &

Tembusan disampaika kepada Yth:

s wior

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 194 /2022
TANGGAL 26 AN\ 9022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENGATURAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERKEBUNAN
DI KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ KEDUDUKAN

B, LEMBAGA /ORGANISASI DALAM TIM RET
1. | Bupati Tabalong Pembina 1
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina 2
3. | Kapolres Tabalong Pengarah 1
4. | Dandim 1008 Tabalong Pengarah 2
5. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
6. | Kasat Lantas Polres Tabalong Ketua
7. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Wakil Ketua
3 Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Sekretaiis
" | Perhubungan Kabupaten Tabalong
9. | Kabag Hukum Setda Kabupaten Tabalong Anggota
10. Sekretaris Dinas Perhubungan  Kabupaten Anggota
Tabalong
Kabid Angkutan dan  Multimoda  Dinas
11. Perhubungan Kabupaten Tabalong AngEoke
12. | Komandan Subdenpom Persiapan Tanjung Anggota
13. | Pasi Ops Kodim 1008/Tjg Anggota
14. | Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Anggota
15. Kasi Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Anggota
Tabalong
16. | Kanit Turjawali Polres Tabalong Anggota
17. | Personil Satlantas Polres Tabalong Anggota Pelaksana
18. | Personil Dinas Perhubungan Anggota Pelaksana
19. | Personil Kodim 1008 Tabalong Anggota Pelaksana
20. | Personil Subdenpom Persiapan Tanjung Anggota Pelaksana
BUPATI TABALONG,
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